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ABSTRAK

Permasalahan harta warisan selalu menjadi persoalan yang menarik untuk
dikaji, terutama terkait pembagian yang adil antara ahli waris, baik menurut hukum
kewarisan Islam maupun hukum perdata. Hukum kewarisan Islam mengatur
pembagian harta berdasarkan ketentuan dalam al-Qur’an dan hadis, yang
memandang perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, yakni laki-laki
mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian. Namun, seiring dengan
perkembangan zaman dan tuntutan kesetaraan gender, terdapat beberapa pihak
menginginkan pembagian warisan yang sama rata. Hal ini tercermin dalam putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, di mana Penggugat
menggugat pembagian harta warisan yang belum dilaksanakan setelah pewaris
meninggal pada tahun 1995. Meskipun telah terjadi kesepakatan antara ahli waris
untuk membagi harta secara sama rata, pembagian tersebut belum terlaksana karena
kurangnya itikad baik dari Tergugat. Majelis hakim memutuskan untuk
mengabulkan gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan kesepakatan ahli
waris dan mengarahkan agar pembagian warisan segera dilakukan, baik secara
natura atau melalui kompensasi uang atau lelang. Oleh karena itu, dimuat dalam
pokok masalah dalam rumusan masalah yaitu pertama, Apa dasar pertimbangan
hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta warisan dengan perbandingan
1:1 pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.
Kedua, Bagaimana tanggapan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap
penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.

Penelitian ini menggunakan teori feminisme dan teori Gustav Radbruch
yaitu keadilan, kepastian, dan kemnfaatan hukum. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu
pendekatan menggunakan teori-teori serta konsep dalam hukum kewarisan serta
mengamati penerapan hukum yang mempertimbangkan realitas dan menggunakan
fakta-fakta empiris yang ada. Data yang diperoleh dan digunakan dalam penlitian
ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan, yaitu dengan
membaca dan mengutip dari sumber-sumber seperti buku, peraturan perundang-
undangan, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang tentunya berkaitan dengan
pokok pembahasan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian
warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa prinsip
perdamaian, keadilan dan kesetaraan gender memungkinkan fleksibilitas dalam
pembagian warisan, seperti pembagian sama rata jika terdapat kesepakatan antara
ahli waris. Pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK mencerminkan penerapan
prinsip as-Suhl (perdamaian) dan Pasal 183 KHI yang memungkinkan penyelesaian
pembagian harta warisan secara damai. Meskipun hukum Islam mengatur
pembagian 2:1, beberapa hakim lebih terbuka terhadap pembagian yang sama rata
dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan perubahan zaman.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan, Kesetaraan Gender, Pembagian Harta
Warisan



ABSTRACT

The issue of inheritance is always an interesting issue to study, especially
regarding the fair distribution between heirs, both according to Islamic inheritance
law and civil law. Islamic inheritance law regulates the distribution of assets based
on provisions in the Koran and hadith, which see differences in shares between men
and women, namely men get two shares and women one share. However, along
with the times and demands for gender equality, there are some parties who want
an equal distribution of inheritance. This is reflected in the decision of the
Yogyakarta Religious Court No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, in which the Plaintiff sued
over the distribution of inherited assets which had not been carried out after the
testator died in 1995. Even though there had been an agreement between the heirs
to divide the assets equally, the distribution had not been carried out due to the
Defendant's lack of good faith. The panel of judges decided to grant the Plaintiff's
claim by considering the agreement of the heirs and directed that the distribution
of the inheritance be carried out immediately, either in kind or through monetary
compensation or auction. Therefore, it is included in the main problem in the
problem formulation, namely first, what is the basis of the judge's legal
considerations in deciding to divide inheritance assets in a 1:1 ratio in decision No.
207/Pdt.G/2023/PA.YK at the Yogyakarta Religious Court. Second, how do judges
at the Yogyakarta Religious Court respond to the implementation of gender equality
in the distribution of inheritance.

This research uses feminist theory and Gustav Radbruch's theory, namely
justice, certainty and legal benefits. The method used in this research is descriptive-
analytical with a juridical-empirical approach, namely an approach using theories
and concepts in inheritance law as well as observing the application of law that
takes into account reality and uses existing empirical facts. The data obtained and
used in this research is by conducting interviews and literature studies, namely by
reading and quoting from sources such as books, statutory regulations, articles,
journals and other materials which are of course related to the subject of
discussion.

The results obtained from this research show that the distribution of inheritance in
the Yogyakarta Religious Court shows that the principles of peace, justice and
gender equality allow flexibility in the distribution of inheritance, such as equal
distribution if there is an agreement between the heirs. In decision no.
207/Pdt.G/2023/PA.YK reflects the application of the principle of as-Suhl (peace)
and Article 183 KHI which allows for a peaceful resolution of the division of
inheritance. Although Islamic law regulates a 2:1 distribution, some judges are
more open to equal distribution by considering the social, economic context and
changing times.

Keywords: Inheritance Law, Gender Equality, Distribution of Inheritance
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MOTTO

“Berbuat baiklah meskipun tidak ada yang melihat, karena Tuhan selalu melihat
perbuatanmu dan setiap amal kebaikan yang kamu lakukan, sekecil apapun, tidak
akan pernah sia-sia di hadapan-Nya. Ketulusan hati dan niat baikmu akan

mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat.”

“Bersyukurlah atas kehidupan yang kamu miliki saat ini, karena ada banyak
orang lain yang menginginkan kehidupan sepertimu. Setiap hari adalah anugerah
yang tak ternilai, dan sering kali kamu lupa untuk menghargai apa yang telah
kamu miliki. Setiap kamu mengalami tantangan dan kesulitan, ingatlah bahwa di
luar sana banyak orang yang berjuang untuk mencapai posisi yang sama

sepertimu. Jangan biarkan ketidakpuasan menghilangkan rasa bersyukurmu. ”

“Tidak perduli berapa kali orang untuk mencoba menjatuhkan dan
menjelekkanku dihadapan orang lain. Balas dendam terbaik adalah dengan
membuktikan bahwa mereka salah. Tutup matamu dan nikmati roller coaster,

inilah kenyataan dalam hidup.”

“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah: 8)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan harta warisan adalah suatu persoalan yang tentunya akan terjadi
dan akan dialami oleh manusia, sehingga berlakunya hukum kewarisan sebagai
sarana untuk menyelesaikan waris yang terjadi di kehidupan manusia selalu
menarik untuk dikaji. Pada halnya, kematian seseorang pasti akan membawa
pengaruh serta akibat hukum yakni terdapat peralihan seluruh peninggalan

harta benda dari pewaris kepada sang ahli waris.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum kewarisan ialah
hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia
meninggal dunia (pewaris), serta bagaimana cara-cara berpindahnya harta
kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris). Sedangkan berdasarkan Instruksi
Presiden No. 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa pengertian hukum kewarisan
ialah hukum yang mengatur tentang bagaimana pemindahan hak kepemilikan
atas harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak

memperoleh harta warisan dan berapa besar bagian yang diperoleh ahli waris.!

Sumber utama dalam hukum kewarisan Islam adalah al-Qur’an dan
hadis yang terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 11, 12: Ayat-ayat ini

menjelaskan tentang pembagian harta warisan kepada 12 ahli waris, termasuk

! Wirjono Projodikoro. “Hukum Warisan di Indonesia ”. (Jakarta: Sumur Bandung, 1980),
him. 8.



laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang berbeda-beda. surah an-Nisa’
ayat 176: Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada (wasiat) bagi ahli waris yang
memiliki hubungan satu nasab. Pada surah Al-Bagarah ayat 240: Ayat ini
menjelaskan tentang hak waris bagi anak perempuan dan ibu kandung.
Terdapat banyak hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan tentang
hukum kewarisan seperti hadis tentang wasiat, faraidh (ilmu tentang
pembagian harta warisan), serta hak waris bagi orang-orang yang tidak
memiliki hubungan satu nasab.? Pada pembagian waris menurut sistem hukum
perdata yang diutamakan adalah golongan pertama yang berhak menerima
warisan, pembagian warisan yang tidak membedakan bagian antara laki-laki

dan perempuan, yang dimaksud dilakukan pembagian secara seimbang.?

Pada kenyataannya, bagian warisan yang dapat diperoleh oleh setiap
ahli waris sudah jelas disebutkan dalam surah an-Nisa’ Ayat 11 terkait jumlah
bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dengan
perbandingan dua banding satu. Namun dengan perkembangan zaman yang
pesat, peran perempuan mulai menunjukkan posisi yang hampir setara dengan
peran laki-laki. Banyaknya pekerjaan laki-laki yang juga dapat dikerjakan oleh
perempuan. Bahkan terdapat juga perempuan yang menjadi tulang punggung
keluarganya. Terdapatnya perbedaan antara warisan laki-laki dengan

perempuan menyebabkan kaum feminis mengungkapkan ketidaksetujuan serta

2 Deliana Donata, “Mengenal Sistem Hukum kewarisan di Indonesia”,
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia, diakses
pada 01 Juli 2024.

3 “Hukum kewarisan Islam Perdata dan Adat”, https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-
Islam/, diakses pada 01 Juli 2024.



https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia
https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/
https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/

ketidakadilan terhadap hal tersebut. Tak sedikit juga pihak yang menggugat
mengenai hal tersebut dan menuntut bagian warisan untuk disamaratakan

menjadi sama rata.

Kesetaraan gender (gender equality) ialah kesamaan kondisi antara
kaum laki-laki dengan kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan
haknya sebagai manusia, hal ini bertujuan agar mampu berperan serta
berpartisipasi dalam semua kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya,
pendidikan, pertahanan serta keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan
dalam menikmati hasil tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan
diskriminasi serta ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun
perempuan.* Tetapi pada realitanya, banyak ditemukan ketidakadilan gender
antara laki-laki dengan perempuan yang mana dalam kegiatan diruang publik
sebagaimana laki-laki, perempuan masih belum mendapatkan haknya sebagai
manusia. Dalam hukum kewarisan Islam menjelaskan mengapa bagian warisan
laki-laki berbeda dengan bagian perempuan, hal ini dikarenakan tanggung

jawab laki-laki lebih besar dibanding tanggung jawab perempuan.

Kenyataannya, pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
207/Pdt.G/2023/PA. YK, terdapat perkara gugatan waris dimana dalam
gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan gugatan terkait pembagian harta
warisan yang belum dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia pada tahun

1995. Pewaris memiliki 6 (enam) anak dari pernikahannya dengan istrinya.

4 Iswah Adriana, “Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang
Berkesetaraan)”. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam.



Istri pewaris meninggal pada tahun 2006, dan salah satu anak laki-laki
meninggal pada tahun 2007. Ahli waris yang tersisa adalah Penggugat, serta
tiga Tergugat laki-laki dan satu Tergugat perempuan. Pewaris dan istri semasa
mereka hidup dan terikat hubungan perkawinan memiliki dua bidang tanah,
satu sawah seluas 18.130 m2 berada di Kabupaten Ngawi dan satu tanah
pekarangan dengan bangunan rumah batu seluas 567 m2 berada di Kota

Yogyakarta.

Penggugat mengatakan bahwa meski telah dilakukan musyawarah
dengan ahli waris lainnya, tidak ada kesepakatan mengenai pembagian
warisan. Para ahli waris sedari awal sepakat untuk membagi harta warisan
sesuai hukum waris Islam, yang menyebutkan bahwa anak laki-laki mendapat
dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Namun, kemudian mereka telah
sepakat untuk melakukan pembagian yang sama rata, dengan setiap ahli waris
menerima 1/5 bagian tanpa memandang jenis kelamin. Meskipun sudah
terjadinya kesepakatan, pembagian tersebut hingga gugatan ini diajukan belum

terlaksana pembagiannya.

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat
setelah mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pewaris meninggal dunia
setelah menikah dengan seorang istri beragama Islam dan memiliki enam anak.
Kedua, sesuai dengan hukum waris Islam yang tercantum dalam Kompilasi
Hukum Islam dan surah an-Nisa’ ayat 11, anak laki-laki seharusnya mendapat
dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Namun, para ahli waris sepakat

untuk membagi harta secara merata antara anak laki-laki dan perempuan.



Keputusan hakim juga didasarkan pada kenyataan bahwa Penggugat
dan para Tergugat telah melakukan mediasi secara kekeluargaan, dan mereka
sepakat untuk melakukan pembagian warisan secara adil. Meski demikian,
meskipun sudah ada kesepakatan di antara ahli waris, pembagian tersebut
belum dapat dilaksanakan karena kurangnya itikad baik dari para Tergugat

untuk melaksanakan pembagian tersebut.

Pada akhirnya, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dengan
mempertimbangkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan hukum
yang berlaku dan tidak melanggar norma hukum Islam. Meskipun Penggugat
dan para Tergugat menyetujui pembagian yang adil, pembagian warisan belum
terlaksana hingga gugatan ini diajukan dikarenakan belum adanya itikad baik
dari para Tergugat dalam pembagian warisan tersebut, oleh karena itu majelis
hakim memutuskan agar pembagian warisan dilakukan sesuai kesepakatan
yang telah dicapai. Apabila harta peninggalan tersebut tidak bisa dibagi secara
natura maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang
atau dijual lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagi kepada ahli
waris sesuai bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, penulis memiliki
ketertarikan untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai
pandangan hakim dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender
Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK).”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan

untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian

harta warisan dengan perbandingan 1:1 pada putusan No.

207/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta?

2.  Bagaimana tanggapan hakim di Pengadilan Agama Y ogyakarta terhadap

penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.  Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1)

2)

Untuk mengetahui tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum
yang digunakan oleh hakim dalam memilih perbandingan 1:1 dalam
putusan pembagian  harta warisan pada putusan  No.
207/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan para hakim di Pengadilan
Agama Yogyakarta tentang penerapan kesetaraan gender dalam

pembagian harta warisan.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh

sebagai berikut:



a. Kegunaan Teoritis

1)  Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan
dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya
di bidang hukum perdata terkait dengan kesetaraan gender
dalam pembagian harta warisan.

2)  Menambah pengetahuan dan perkembangan keilmuan
tentang praktik hukum kewarisan di kalangan masyarakat
Indonesia atau sebagai tambahan literatur pada penelitian-
penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

1)  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
yang berkaitan dengan penerapan kesetaraan gender
khususnya pada pembagian harta warisan pada bidang

hukum kewarisan yang ada di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hukum kewarisan sudah banyak sekali dilakukan, baik
penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, yang tentunya dengan fokus
yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penelitian tentang penerapan
kesetaraan gender dalam pembagian hukum kewarisan di Indonesia, sudah
banyak dihasilkan. Namun, secara khusus belum ada penelitian yang mengkaji
tentang bagaimana penerapan kesetaraan gender dalam pembagian warisan

menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis



menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, namun
secara spesifik memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nisful Anwar dengan judul
“Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHPerdata
(BW) dan Hukum Kewarisan Islam”.> Hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Perdata
(BW) menggunakan asas keadilan dalam hukum kewarisan KUHPerdata
antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dengan perempuan adalah
sama dalam hak serta kewajiban yaitu 1:1 sehingga tidak ada perbedaan antara
bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan. Dalam
surah an-Nisa’ ayat 11 mengemukakan bahwa kedudukan perempuan dalam
hukum kewarisan Islam antara bagian yang diterima oleh anak laki-laki dengan
perempuan memiliki perbandingan 2:1 yang mana bagian laki-laki lebih besar
dua kali lipat dibandingkan dengan bagian perempuan. Pada halnya yang
paling utama dari pembagian waris ialah bagaimana pembagian itu dapat
memenuhi unsur keadilan serta kemaslahatan, hendaknya setiap ahli waris
harus saling mengetahui berapa bagian harta warisnya masing-masing yang
diterima menurut hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti
oleh penulis ini lebih mengkhususkan kepada kesetaraan gender di dalam
hukum kewarisan Islam yang menggunakan prinsip perdamaian dalam

pembagian warisan yang mana dalam prinsip perdamaian dapat menggunakan

% Nisful Anwar, “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan
KUHPerdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.



perbandingan 1:1 meskipun para ahli waris telah mengetahui bagiannya
masing-masing.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Afida Wahyu Nabila dengan judul
“Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish
Shihab)”.% Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa surah an-Nisa’
ayat 11, 12, dan 176 adalah pembagian yang adil menurut Quraish Shihab.
Alasan Quraish Shihab mengatakan bahwa perbandingan sebesar 2:1
merupakan tindakan yang sudah adil karena ketetapan ini datangnya dari Allah
dan sudah dijelaskan secara rinci pembagiannya dari masing-masing ahli waris.
Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih
mengkhususkan kepada perbedaan pendapat ulama yang mengemukakan
pendapat dalam pembagian warisan yang menggunakan perbandingan 1:1
dalam pembagian harta warisan. Hal ini menjadi perbedaan dengan penelitian
sebelumnya yang menggunakan pendapat Quraish Shihab yang memfokuskan
perbandingan 2:1 dalam pembagian harta warisan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Shera Budiarti dengan judul “Hukum
kewarisan Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan dan kesataraan
gender bertujuan sebagai kesamaan antara kondisi bagi laki-laki dan

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya dengan sama rata.

¢ Afida Wahyu Nabila, “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran
Quraish Shihab)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam
Negeri KIAI Haji Achmad Siddig Jember, 2023.

7 Shera Budiarti, “Hukum kewarisan Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan
Gender (KKG)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.
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Hukum kewarisan Islam nyatanya dapat mewujudkan konsep keadilan dan
kesataraan gender. Kurangnya pemahaman yang lebih mengenai hukum
kewarisan Islam menyebabkan masyarakat menilai bahwa hukum kewarisan
Islam terlihat tidak sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang
telah menggunakan konsep modern. Hal ini juga membuktikan bahwa ajaran
Islam dapat menyesuaikan zaman. Perbedaan dalam penelitian yang akan
diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan kepada bagaimana pandangan
hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berpendapat bahwa adil tidak
berarti harus sama rata, penelitian yang akan diteliti penulis juga membahas
mengenai pembagian warisan menggunakan prinsip perdamaian yang mana
terdapat pendapat para ahli waris yang sudah mengetahui pembagian besaran
warisan 2:1 tetapi para ahli waris dapat menggunakan prinsip perdamaian
untuk menjadikan patokan pembagian 1:1.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Angginirwansyah dengan judul
“Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali di
Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam”.® Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa Munawir Sjadzali mempunyai pandangan bahwa sebagian ayat al-
Qur’an khususnya surah an-Nisa’ ayat 11, yang menyatakan bahwa bagian
waris anak laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 2:1 itu dirasa
kurang sesuai dengan konteks kebutuhan masa kini. Terlebih lagi, negara

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kemajemukan suku

8 Angginirwansyah, “Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir
Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi
Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.
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bangsanya. Pada saat ini, perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang
hampir sama dengan kesempatan yang di berikan pada laki-laki. Maka
perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum kewarisan dimana perlu
bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1. Tetapi
menurut hukum kewarisan Islam, pembagian warisan anak laki-laki dengan
perempuan tetap 2:1 sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam surah an-
Nisa’ ayat 11. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini
lebih mengkhususkan bahwasannya di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat
menggunakan perbandingan pembagian 1:1 yang menyatakan bahwa dalam
perdamaian yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris
dibenarkan secara syara’ dan hal ini tidak meyalahi aturan dari hukum Islam.
Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Mahmud Ikhwanudin yang berjudul
“Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris berdasarkan
Hukum Islam di Indonesia”.® Penelitian ini membahas mengenai arti dari
keadilan dalam hukum kewarisan Islam yang tidak dapat diukur dari tingkatan
kesetaraan para ahli warisnya, namun hal tersebut dapat dilihat dari berapa
besar beban atau tanggungjawab masing-masing. Islam melihat bahwa
kewajiban untuk memberi nafkah keluarga adalah tanggungjawab seorang laki-
laki, maka dari itu seorang laki-laki sudah pantas untuk mendapatkan bagian
lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Dilihat dari kacamata

hukum kausalitas maka imbalan dan tanggungjawab tidak memiliki unsur

® Mahmud Ikhwanudin. “Penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris
berdasarkan hukum islam di indonesia,” Jurnal Syntax Idea, VVol. 5, No. 10, Oktober 2023.
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diskriminasi, karena bagian yang sudah ditentukan seimbang sesuai dengan
peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Oleh sebab itu apabila ada orang
yang menerima harta warisan lebih besar berarti ini merupakan dari besarnya
tingkat dan peran kewajibanya terhadap keluarganya. Dan dua banding satu
bukanlah bentuk dari penindasan serta ketidakadilan kepada kaum perempuan
dalam pembagian harta warisan, justru dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa
perempuan juga memiliki hak yang sama berkaitan dengan pembagian harta
warisan, artinya mereka sama-sama mendapatkan harta warisan dan tidak ada
istilah gender dam Islam antara laki-laki maupun perempuan. Perbedaan dalam
penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan
bahwasannya di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat menggunakan
perbandingan pembagian 1:1 yang menyatakan bahwa dalam perdamaian yang
didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara

syara’ dan hal ini tidak meyalahi aturan dari hukum Islam

E. Kerangka Teori

1. Teori Feminisme

Feminisme di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum
laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu gabungan dari beberapa
doktrin atas hak kesetaraan. Feminisme awalnya muncul didasari oleh

ketimpangan relasi antara laki-laki dengan perempuan dalam tatanan
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masyarakat sehingga pada akhirnya timbul atas kesadaran dan upaya untuk

menghilangkan ketidakberimbangan relasi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka muncullah suatu istilah equal
right’s movement atau gerakan persamaan hak, suatu upaya dalam
membebaskan perempuan dari ikatan lingkungan domestik atau lingkungan
keluarga dan rumah tangga. Pada dasarnya feminisme merupakan
implementasi dari kesadaran dalam menciptakan keadilan gender dalam
kerangka demokratisasi dan HAM (Hak Asasi Manusia). Gagasan yang
dominan pada waktu itu adalah paham rasionalisme yang ditandai dengan

pemujaan akal, pikiran, dan rasio. 1

Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep
atau pandangan para feminis yang berasal dari Barat, khususnya dalam
menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme
Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan
perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional
konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki.
Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan mengenai pembebasan

manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan

10 Nuril Hidayati, “Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan Relevansinya dengan
Kajian Keislaman Kontemporer”. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 2018. Vol. 14 (1).
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tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi, atau yang

lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain.!

Yvonne Yazbeck Haddad menegaskan bahwa al-Qur’an adalah
sumber nilai utama yang pertama kali memperkenalkan konsep keadilan
gender dalam sejarah umat manusia. Diantara berbagai kebudayaan dan
peradaban dunia pada masa turunnya al-Qur’an, seperti Yahudi, Romawi,
Cina, India, Persia, Kristen, dan Arab pra Islam, tidak satu pun yang
menempatkan perempuan dengan martabat dan kehormatan lebih tinggi

daripada nila-nilai yang dihadirkan oleh al-Qur’an.?

Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menegaskan prinsip-
prinsip tentang kesetaraan gender. Ayat-ayat tentang prinsip kesetaraan
gender tersebut dirangkum ke dalam beberapa variabel. Pertama, laki-laki
dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam
surah al-Dzariyat ayat 56, surah al-Hujurat ayat 13, surah al-Nahl ayat 97.
Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah dimuka
bumi, seperti tercantum dalam surah al-An’am ayat 165. Ketiga, laki-laki
dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan,
seperti tercantum dalam surah al-A’raf ayat 172. Keempat, Adam dan Hawa

sama-sama terlibat dalam drama kosmis seperti terlihat dalam surah al-

1 Riffat Hassan, “Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi, Setara di Hadapan
Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi”, terj. Tim LSPPA
(Yogyakarta: LSPPA,1995), him. 99-100.

12'Yyvonne Y Haddad, “Contemporary Islam and the Challenge of History”, (New York:
State University of New York, 1980), him. 56.
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Bagarah ayat 35 dan 187, surah al-A’raf ayat 20, 22, dan 23. Kelima, laki-
laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum
dalam surah Ali Imran ayat 195, surah al-Nisa’ ayat 124, surah Ghafir ayat

40.83

Selain ayat-ayat diatas yang menekankan terhadap keadilan gender,
praktek kehidupan sosial pada masa nabi juga diakui karena telah
menempatkan posisi perempuan dalam kedudukannya yang setara dengan
laki-laki. Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam, dengan
memberikan hak-haknya kepada perempuan yang pada masa sebelumnya
tidak diberikan. Pada masa tersebut, nabi juga menyuruh umat Islam untuk
mengadakan agigah dalam menyambut kelahiran anak perempuan
sebagaimana halnya sama seperti anak laki-laki. Pada masa jahiliyah,
perempuan tidak diberi haknya untuk mewarisi bahkan perempuanlah yang
menjadi harta yang diwariskan, namun berbeda halnya dengan Islam yang

memberikan warisan kepada anak perempuan.'*

Berbeda halnya dengan perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah
kepada perempuan, Islam menempatkannya dalam posisi yang sangat
terhormat. Sehingga pada masa nabi ini tercipta relasi laki-laki dan

perempuan yang ideal, dimana mereka benar-benar setara. Fatima Mernissi

13 Nasaruddin Umar, “Quran untuk Perempuan ”, (Jakarta: JIL,2002), him. 5-24.
14 Ahmad Baidowi, “Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur’an dan Penafsir
Modern Menghormati Kaum Hawa”. (Marja: 2024), him. 54.
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juga mencatat bahwa banyak perempuan yang berhasil menguasai tahta

dalam kekuasaan politik.™

Dalam masyarakat yang semakin mengerti mengenai kesetaraan
gender, penafsiran literal terhadap al-Qur’an sering dianggap sudah tidak
relevan. Beberapa ayat yang membahas perbedaan posisi antara laki-laki
dan perempuan, seperti dalam pembagian warisan menimbulkan
pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Pengaruh feminisme berperan
dalam penafsiran ayat-ayat ini dikenal sebagai tafsir feminis. Para mufassir
feminis menggunakan analisis gender untuk menunjukkan bahwa laki-laki
dan perempuan pada dasarnya setara, kecuali dalam hal-hal biologis.
Mereka berpendapat bahwa al-Qur’an hadir untuk menegakkan keadilan
antara laki-laki dan perempuan. keadilan adalah nilai utama yang ingin
ditegakkan oleh al-Qur’an. Beberapa ayat menekankan kesetaraan,
sementara yang lain menggambarkan perbedaan yang dianggap lebih
bersifat kultural. Tafsir feminis berfokus pada transformasi sosial menuju

kesetaraan gender, yang dianggap sejalan dengan tujuan Islam.

2. Teori Gustav Radbruch
Teori tujuan hukum yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch'® yang
menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan (justice),

kemanfaatan (utility, purposiveness), dan kepastian hukum (legal certainty).

15 Fatima Mernnisi. “Ratu-ratu Islam yang Terlupakan”. (Bandung:1994), him. 24.

16 Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karyakaryanya
tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu “Rechtsphilosophie” atau Filsafat Hukum Tahun 1932
dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.
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Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur
tersebut, maka hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan hukum tersebut telah
tercapai. Hukum itu dapat dikatakan adil apabila memiliki kepastian hukum

dan bermanfaat.’

Keadilan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sila ke-lima
Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Hal tersebut menjadi suatu falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah
menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini
senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk dalam hukum
Indonesia. Semangat dalam berkeadilan menjadi dasar dari setiap
pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil, maka dengan

sendirinya terciptalah kepastian hukum.!8

Kepastian hukum adalah tujuan utama hukum agar diterapkan
dengan benar. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam konstitusi, yang
menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Perlindungan negara ini menciptakan hukum yang bermanfaat.
Kemanfaatan hukum juga penting, karena semua orang berharap penegakan
hukum memberikan manfaat, bukan malah menimbulkan keresahan. Oleh

karena itu, dibutuhkan hukum yang tidak hanya sekedar aturan, tapi juga

him. 52.

(Jakarta:

" Inge Dwisivimiar, “Jurnal llmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”,

18 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum,
Kencana, 2007), him. 45.
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adil, sempurna, dan aspiratif untuk mencapai keseimbangan yang

proporsional bagi masyarakat.®

Dalam memutuskan perkara, hakim dalam pertimbangan hukumnya

harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1)

2)

Keadilan Hukum

Keadilan merupakan tujuan utama dalam hukum. Setiap orang
sama di mata hukum sehingga setiap orang berhak dalam
mendapatkan keadilan dari hukum itu sendiri.

Kepastian Hukum

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang
jelas dan adil. Jika terjadi permasalahan, baik yang sudah diatur
atau belum dalam peraturan, kepastian hukum berperan untuk
mencegah kesewenang-wenangan, baik dari masyarakat

maupun penegak hukum.

3) Kemanfaatan Hukum

Hukum vyang ditetapkan oleh penegak hukum harus
memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim
dalam memutuskan suatu perkara perlu mempertimbangkan
manfaat bagi semua pihak, dengan memperhatikan situasi dan

kondisi yang ada.

9 1bid., him. 47.
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Berdasarkan pemaparan dari teori feminisme dan teori Gustav
Radbruch di atas, maka penyusun akan mengaitkannya dengan penelitian
penyusun dalam amar putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK yang telah
diputus oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan teori
Gustav Radbruch. Penyusun akan mengkaji dengan melihat dari sisi
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang
menjadikan standar penegakan hukum yang ideal dan modern menurut teori

Gustav Radbruch.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode

penelitian untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan, pembahasan, serta

menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library
research) serta penelitian lapangan (field research). Pada penelitian
kepustakaan dapat dilakukan dengan menelaah serta mempelajari
Undang-Undang, buku, skripsi, artikel, jurnal, serta bahan-bahan lain
yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian. Pada penelitian
lapangan (field research) dapat dilakukan dalam memperoleh data serta
informasi yang bersumber dari wawancara (interview) dengan para
hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian
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Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang penelitian ini akan

mempelajari masalah waris antara laki-laki dan perempuan menurut

ketentuan hukum kewarisan yang ada di Indonesia yang akan dianalisis

dengan cara menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender.

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang

artinya penelitian yang mengkaji mengenai efektifitas peraturan

perundang-undangan yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta  serta ~ mengamati  penerapan  hukum  yang

mempertimbangkan realitas dan menggunakan fakta-fakta permasalahan

hukum yang terjadi di lingkup masyarakat.

Sumber Data

a. Primer, pada sumber data primer yang akan digunakan ialah
dengan data yang akan diperoleh langsung dari sumber, baik
melalui wawancara (interview), laporan maupun dokumen yang
kemudian datanya akan diolah oleh peneliti.?® Sumber data primer
pada penelitian ini yaitu melalui teknik wawancara (interview)
kepada para hakim di Pengadilan Agama Y ogyakarta.

b. Sekunder, pada sumber data sekunder peneliti akan memperoleh
sumber dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca serta
mengutip peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta

bahan lainnya yang tentunya berkaitan dengan pokok pembahasan.

20 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), him. 106.
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Teknik Pengumpulan Data

a.

Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data dengan menggunakan studi
kepustakaan (Library Research) dapat dilakukan dengan
membaca buku literatur yang berhubungan dengan obyek
penelitian, mengumpulkan dokumen, mengutip dari peraturan
perundang-undangan, dokumen dan bahan kepustakaan lain dari
beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal,
arsip, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan
kepustakaan lainnya.

Wawancara

Wawancara (interview) adalah proses tanya jawab dalam sebuah
penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-
informasi atau keterangan-keterangan.?!Dalam penelitian ini
wawancara akan dilaksanakan dengan para hakim di Pengadilan
Agama Yogyakarta dengan diberikan beberapa pertanyaan yang
sudah terstruktur dan mempunyai kebebasan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang akan dipaparkan. Cara tersebut yang
digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data secara lisan dari

responden.

Lokasi Penelitian

21 Narbuko dan Ahmadi, Metodologi, him. 83.
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Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta,
yang beralamat di Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Muja Muju, Kec.
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, ID 55165.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaian dengan objek yang akan

diteliti oleh penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian
Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
207/Pdt.G/2023/PA.YK)” memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi
menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni membahas mengenai tinjauan umum tentang Hukum
Kewarisan menurut Fikih Mawaris, tinjauan umum tentang Hukum Kewarisan
menurut Hukum kewarisan Islam, dan tinjauan umum tentang Kesetaraan
Gender dalam Pembagian Harta Warisan.

Bab ketiga yakni membahas mengenai gambaran umum tentang
Putusan Pengadilan di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penerapan
kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan mengenai

Mengapa pertimbangan hukum hakim memilih perbandingan 1:1 pada putusan
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pembagian harta warisan terkait penerapan kesetaraan gender dalam
pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sub-bab kedua
menjelaskan mengenai bagaimana tanggapan hakim di Pengadilan Agama
Yogyakarta terhadap penerapan kesetaraan gender terhadap pembagian harta
warisan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang
merupakan sebuah jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dan berisi
saran yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan
pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta terdapat daftar Pustaka
yang memberikan daftar beberapa sumber referensi dalam penelitian dan

penulisan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan dari pembahasan hasil penelitian pada bab

sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1.

Prinsip keadilan memungkinkan pembagian warisan yang lebih fleksibel,
seperti pembagian sama rata 1:1, asalkan disepakati bersama oleh seluruh
ahli waris. Hal ini tercermin dalam putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK,
di mana majelis hakim menyesuaikan kesepakatan ahli waris untuk
membagi harta warisan secara merata meskipun bertentangan dengan
ketentuan hukum Islam yang berlaku. Pembagian ini berdasarkan prinsip
as-Suhl (perdamaian), yang dibenarkan dalam Islam apabila semua ahli
waris sepakat dan menyadari hak-hak mereka. Dalam hal ini, majelis
hakim mempertimbangkan asas konsensualisme, keadilan, dan
kesetaraan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak
merugikan salah satu pihak. Selain itu, majelis hakim dalam memutus
perkara pembagian sama rata juga melakukan pertimbangan dengan
menggunakan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, di mana disebutkan
bahwa pembagian waris dikatakan sah dan boleh apabila semua keluarga
sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau dengan cara
damai dan dilakukan setelah semua ahli waris menyadari bagiannya
masing-masing. Selanjutnya, majelis hakim juga menggunakan

pertimbangan melalui pendapat Muhammad Abu Zahrah yang

7
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menyebutkan bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau
perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya.
Dari pendapat Abu Zahrah di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya
kerelaan, penerimaan, dan kesepakatan para ahli waris, maka
diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan
ketentuan yang ada.

2. Dengan demikian hakim di Pengadilan Agama Y ogyakarta menunjukkan
adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan, terutama
terkait dengan kesetaraan gender. Terdapat hakim berpegang pada
ketentuan Islam yang membagi warisan 2:1 antara laki-laki dan
perempuan, sementara yang lain lebih terbuka terhadap pembagian sama
rata dengan pertimbangan terhadap adanya kesepakatan antara ahli waris,
kondisi sosial-ekonomi, atau pertimbangan mengenai kesetaraan gender
yang lebih mengutamakan keadilan serta perdamaian bagi semua pihak.
Pada Pasal 183 KHI memungkinkan adanya kesepakatan pembagian
secara damai dan tidak melanggar prinsip dasar dalam hukum Islam.
Meskipun hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan 2:1,
dalam prinsip konsensualisme, keadilan dan kesetaraan gender
memungkinkan  fleksibilitas  dalam  penerapannya, dengan

mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman.

B. Saran
1. Untuk memastikan penerapan hukum kewarisan yang lebih adil dan

merata, penting bagi masyarakat, terutama para ahli waris, untuk
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mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan
hukum yang berlaku, baik dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam,
maupun hukum adat. Penyuluhan mengenai kesetaraan gender dalam
pembagian warisan perlu diperluas untuk mencerminkan perubahan
sosial yang terjadi.

Mengingat adanya perbedaan pandangan antara hakim mengenai
pembagian warisan, perlu adanya standarisasi atau pedoman yang lebih
jelas terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini
penting agar keputusan yang diambil oleh hakim lebih konsisten dan
sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip hukum

yang ada.
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